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TINJAUAN TENTANG DASAR HUKUM WARALABA

A. Dasar Hukum Waralaba

Tonggak kepastian hukum akan format waralaba di Indonesia dimulai
pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.
Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba ini
telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007
tentang Waral aba ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2007.*

Selanjutnya ketentuan-ketentuan yang mendukung kepastian hukum
dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waral aba.

Pengaturan waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah
No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, sedangkan pengertian waralaba sudah
diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun Aturan-aturan baru yang ada dalam
Peraturan Pemerintah baru ini adalah, antara lain: pemberi waraaba
diwajibkan memperlihatkan prospektus kepada calon penerima waralaba. Isi
prospektus memuat data identitas pemberi waralaba, legalitas usaha pemberi
waraaba, sgarah kegiatan usahanya, struktur organisasi pemberi waralaba,

laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, jumlah tempat usaha, daftar

'Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2010), h. 563.
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penerima waralaba, serta hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima

waralaba.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di daam Undang-Undang ini terdapat ketentuan mengenal
pengecualian. Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 50 huruf b. Namun,
sesuai dengan permasalahan yang hendak dikaji maka yang akan dianalisis
adalah Pasal 15 terhadap Pasal 50 yang memuat pengecualian atas Hak
Kekayaan Intelektual dan perjanjian waralaba. Pengecualian yang tercantum
dalam Undang-undang ini memang tidak memberikan batasan-batasan yang
jelas tentang dikecudikannya perjanjian waralaba. Apaagi terdapat
ketidaksesuaian antara Pasal 15 yang mengatur ketentuan mengenai
perjanjian tertutup terhadap Pasal 50 huruf b tersebut. Padahal waralaba
adalah termasuk sistem bisnis yang selama ini menjalankan usahanya dengan
melakukan perjanjian tertutup.>
3. Perjanjian Sebagal Dasar Hukum

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan mengenai berlakunya
asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa para pihak bebas melakukan kontrak
apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif, kepatutan dan
ketertiban umum. Lebih lanjut, semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sekalipun

2 Zaeni Asyadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), h. 159.

% |smail Solihin, Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis Dan Sudi Kasus, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 143.



30

perjanjian waralaba tidak termasuk sebagai perjanjian bernama, namun
ketentuan-ketentuan umum mengenal suatu perjanjian yang diatur dalam
Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 KUH Perdata tetap berlaku terhadap
perjanjian waralaba.*

2. Undang-Undang Merek, Paten dan Hak Cipta;

Usaha waralaba selalu berkaitan dengan merek, paten dan hak cipta,
karena penerima waralaba pada intinya menggunakan dengan izin atau lisens
merek dagang, paten ataupun hak cipta dari pemberi waralaba. Atas
penggunaan lisensi tersebut penerima waralaba mempunya kewajiban untuk

membayar royalti.®

B. Latar Belakang Dan Tujuan Dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun
1999

Secara umum, latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
dibagi dalam tiga bagian, yaitu :
1. Landasan Yuridis

Daam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas termaktub
bahwa tujuan pembagunan nasional adalah “melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memgukan kesgahteraan umum,

4 Sdim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), h. 9.

®Bofa Carla Yunita, artikedl diskses pada 10 Juni 2015  dari
http://bcarlajunel2.bl ogspot.com/2013/11/pengertian-dan-dasar-hukum-francise.html.
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mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam bidang perekonomian, sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki kemakmuran masyarakat secara
merata, bukan kemakmuran secara individu. Secara yuridis melalui norma
hukum dasar (State Gerund Gezet) sistem perekonomian yang diinginkan
adalah sistem yang menggunakan prinsip keseimbangan, keselarasan, serta
memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap warga negara yang secara
tegas, Pasal 33 UUD 1945 merupakan konsep dasar perekonomian nasional
yang menurut Mohammad Hatta berdasarkan sosialis-kooperatif.°

Selain itu, sebenarnya aturan-aturan yang terkait dengan persaingan
usaha juga telah ada dalam berbaga peraturan-peraturan perundang-
undangan, namun tentu belum terintegrasi dan komfrehensif. Seperti terdapat
pada KUHP;, KUHPerdata; Ketetapan-Ketetapan MPR; UU No. 5 Tahun
1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; UU No. 5 Tahun 1984; tentang
Perindustrian; UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek; PP No. 70 Tahun
1992 tentang Bank Umum; UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas, UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; UU No. 8 Tahun1995
tentang Pasar Modal; dan PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan,

Peleburan, dan Pengambilalihan.”

® A. Choirie Efendy, Privatisasi Versus Noe-Sosialisme Indonesia, (Jakarta: Pustaka
LP3ES, 2003), h. 100.

" Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia),
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12-13.
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Akhirnya, jaminan terhadap terjadinya persaingan usaha yang
sehatdan jauh dari tindak monopolis berhasil diwujudkan melalui Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dengan hak inisiatifnya dengan membuat Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
diharapkan dapat merekayasa (engeneering) kondisi persaingan dalam bisnis
secara jujur, dan transparan, sehingga mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan merata bagi masyarakat.®
2. Landasan Sosio-Ekonomi

Secara sosio-ekonomi, lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak
Sehat adalah dalam rangka untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat
untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan “bebas” dari distorsi
pasar.

Ekonomi yang kuat dan efisien adalah kata yang sangat mahal pada
masa orde baru. Sebab, pada masa orde baru, pembangunan yang dilakukan
tidak berdasarkan pada teori hukum pembangunan. Prestasi pembangunan
ekonomi pada saat itu disebut succes strory tidak disokong pondasi yang
kuat dan akhirnya sangat rapuh pada saat ditimpa krisis.’

Dalam kagian ekonomi dipahami bahwa strategi ekonomi
pembangunan pada saat itu lebih berorientasi pada pertumbuhan (growth)

yang antara lain menggunakan strategi substitusi impor. Adapun dalam hal

8 .
Ibid, h. 14.
® Shidarta, Karakteristik Panalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, (Bandung:
CV. Utomo, 2006), h. 15.
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pendistribusian barang hanya dikuasi oleh orang-orang tertentu. Beberapa
contoh dapat disebutkan, seperti monopoli perdagangan tepung terigu oleh
PT. Bogasari Flour Mills, kasus kartel para produsen semen, kasus
perdagangan baja, kasus kartel industri kayu lapis oleh APKINDO (Asosias
Panel Kayu Indonesia, kasus kartel kertas di Indonesia dan kasus proteksi
tarif PT. Candra Asri Petfochemical (CACP). *°

Selain itu, krisis ekonomi yang terjadi disebabkan manaemen
ekonomi pemerintahan orde baru yang telah merusak pilar-pilar ekonomi
dalam dunia perbankan, kebijakan moneter, dan pinjaman utang luar negeri
yang sangat tinggi.

Puncaknya pada tahun 1998 terjadi krisis moneter di Asia, mulai dari
Thailand dan merambat ke Indonesia. Krisis tersebut terus berlanjut pada
krisis yang bersifat multidimensi terutama kondisi politik yang berakibat
jatuhnya kekuasaan rezim orde baru.Akibatnya para pelaku ekonomi dan
konglomerat yang tidak mempunya pijakan ekonomi yang kuat yang
berdasarkan inovasi, kreasi dan produktifitas serta pertumbuhan yang
berbasis sektor riil menjadi ambruk. Para pengusaha yang bermain di pasar
uang mengalami guncangan yang maha dahsyat. Bagi pelaku usaha
perbankan yang dengan menggunakan utang dalam bentuk dolar dan
biasanya dalam jangka pendek telah jatuh tempo, sehingga menjadikan dolar

melambung.**

10 .
Ibid. h. 16.
! Ari Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 85.



Dengan situasi demikian, pemerintah mengambil kebijakan untuk
mem-bail out atau menanggung beban utang swasta terutama pada bank-
bank “bermasalah”, maka lahirlah Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) yang bertugas mengambil alih utang-utang bank swasta nasional
dengan dana talangan yang berasal dari International Monetery Fund (IMF)
sebesar $ US 43 miliar yang bersifat jangka panjang. Pemberian dana
talangan oleh IMF bukanlah tanpa syarat, secara regulatif utang dapat
dikucurkan dengan persyaratan Indonesia harus melakukan reformasi sistem
ekonoi dan hukum ekonomi tertentu, diantaranya Undang-Undang No. 5
Tahun 1999.

Kehadiran Undang-Undang persaingan usaha di Indonesia
merupakan pra syarat prinsip ekonomi modern. Yakin prinsip yang dapat
memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk bersaing secara
jujur dan terbuka dalam berusaha. Dengan Undang-Undang ini, pelaku usaha
diharapkan menyadari kepentingan untuk mencari keuntungan yang sebesar-
besarnya tetapi harus dilakukan dengan cara persaingan yang jujur.*?

3. Landasan Poalitis dan Internasional

Sebagal sebuah wacana, sgak tahun 1970-an sikap anti monopoli
dan persaingan usaha secara sehat telah dibicarakan di Indonesia. Sebab,
struktur ekonomi pada masa orde baru memerlukan seperangkat Undang-
Undang yang dapat mengkoreks struktur ekonomi yang bersifat dominasi

dan monopolistik oleh orang-orang tertentu, terutama orang atau golongan

12 | bid. h. 86-89.
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yang termasuk dalam pusaran kekuasaan (linkage power). Daam
perjalanannya, keinginan dan wacana ini belum dapat direalisasikan. Hal ini
disebabkan political will pemerintah dalam bidang ekonomi yang belum
berpihak.™

Kemudian, keinginan untuk membentuk sebuah Undang-Undang
yang secara khusus mengatur tentang persaingan usaha dan anti monopoli
telah dipikirkan olen para pakar, parta politik, lembaga swadaya
masyarakat (LSM) serta instansi pemerintah. Partai Demokrasi Indonesia
(PDI) oleh badan penelitan dan pengembangannya pernah menelurkan
konsep RUU Anti Monopoli. Demikian pula dengan departemen
perdagangan yang kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
pernah membuat naskah akademik tentang persaingan sehat di bidang
perdagangan. Namun sangat disayangkan usaha tersebut belum berhasil, hal
ini disebabkan kemauan politik (political will) dari elit penguasa pada waktu
itu yang belum menunjukkan keseriusannya.'*

Bahkan pasca lahirnya Undang-Undang ini juga menimbulkan pro
dan kontra. Secara politis maupun ekonomis, terdapat pihak-pihak yang
kurang bisa menerima Undang-Undang ini lebih pada posisi yang lemah dan
euphoria politik yang kecil. Ada beberapa alasan mengapa pada waktu itu
terdapat kesulitan untuk membentuk suatu Undang-Undang yang mengatur

praktek monopoli dan mendapat persetujuan pemerintah, antaralain, yaitu :

3 Sutan Remy Sjahdeini, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,

dalam Jurnal Hukum Bisnis, vol. 10 Jakarta: Y ayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Tahun 2005,

h.5.

4 |bid. h. 6.
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Pertama, Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-
perusahaan besar perlu tumbuh menjadi lokomotif pembangunan. Kedua,
Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah
bersedia menjadi pioneer di sektor yang bersangkutan. Ketiga, Untuk
menjaga berlangsungnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme demi
kepentingan Kroni Mantan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat yang
berkuasa pada waktu itu. *°

Secara hubungan internasional, lahir dan berlakunya Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 juga merupakan konsekuens atas diratifikasinya
perjanjian arrakesh oleh DPR dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974
yang mengharuskan Indonesia membuka diri dan tidak boleh memberikan
perlakukan diskriminatif, seperti pemberian proteks terhadap entry bearier
suatu perusahaan dan adanya tekanan IMF yang telah menjadi kreditor bagi
Indonesia dalam rangka membatasi krisis moneter yang telah dahsyat
melanda dan menjadikan terpuruknya ekonomi Indonesia secara luas.*

Pada hakikatnya keberadaan hukum persaingan usaha adaah
mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat
(fairkompetation) dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar
pelaku usaha melakukan efisiens agar mampu bersaing dengan para
persaingnya. Berkaitan dengan hal itu, maka keberadaan Undang-Undang No.
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat atau Undang-Undang Antimonopoli yang berasaskan demokrasi

> Hikmahanto Juwana, Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, (Jakarta: Lentera
Hati, 2002), h. 56.
' Ibid, h. 57.
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ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku
usaha dan kepentingan umum tersebut mempunyai peranan yang sangat
penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat
di Indonesia.*’

Secara umum, hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga
“iklim persaingan” antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan antar
pelaku usaha menjadi sehat. Selain itu, hukum persaingan usaha bertujuan
menghindari terjadinya ekploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha
tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu
negara.

Selain tujuan umum, masing-masing negara mempunyai tujuan
khusus menghadirkan hukum persaingan usaha. Di Amerika Serikat, hukum
persaingan usaha bertujuan melindungi sistem kompetis  (preserve
competititve system); di Jerman, bertujuan memaukan kesgjahteraan dan
kebebasan warga negara; dan di Swedia, bertujuan mencapai pemanfaatan
optimal dari sumber-sumber yang ada di masyarakat.'®

Adapun tujuan dari pembentukanUndang-Undang No. 5 Tahun 1999
Pasal 3 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat adalah :

" Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2009), h. 13.

'8 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Merger Dalam Perspektif Monopoli, (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 7.
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a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagal salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat.

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan
usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah
dan pelaku usaha kecil.

c. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usahatidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan

d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.*®

C. Substans Mengenai Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
1. Perjanjian Yang Dilarang

Di dalam Bab |1l Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 mengatur mengenai
Perjanjian tertentu yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 yaitu perjanjian
tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan/atau persaingan
tidak sehat.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
mengartikan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha
untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan

nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 3.

% gysanti Adi Nugroho, hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori dan
Praktik Serta Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 111.
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Sepintas bahwa defenisi perjanjian pada Pasal 1 di atas tidak berbeda
dengan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) Pasal 1313 “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, sesungguhnya
terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dalam pengertian perjanjian
dalam hukum antimonopoli.?*

Dalam Pasal 4 sampa dengan Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999
mengatur berbagai macam perjanjian yang dilarang untuk di buat oleh pelaku
usaha, antaralain sebagai berikut:

a. Perjanjian Yang Bersifat Oligopoli

Secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usahatidak sehat (Pasal 4 ayat (1));

Tolak ukur yang dijadikan parameter oleh Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 untuk menentukan apakah pelaku usaha patut diduga atau dianggap
secara bersama-sama mel akukan penguasaan produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku
usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa

tertentu.??

2! Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika
Offset, 2011), Cet. ke-10, h. 328.

22 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 201..
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b. Perjanjian Penetapan Harga
Perjanjian yang menetapkan harga tertentu atas suatu barang dan/atau jasa
yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar
bersangkutan yang sama (Pasal 5 ayat (1)), dengan pengecualian:
a. perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
b. perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku (Pasal 5 ayat

(2)).

Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar
dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli
lain untuk barang dan atau jasa yang sama (Pasal 6);
Perjanjian yang menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usahatidak sehat (Pasal 7);
Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa
tidak akan menjua atau memasok kembali barang dan atau jasa yang
diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah
diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
tidak sehat (Pasal 8);%

c. Perjanjian Pembagian Wilayah
Perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi

pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan

% Ahmad Yani, Gunawan Widjga, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2006), h. 24.
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terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

(Pasal 9);%

. Perjanjian Pemboikotan

Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan
usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar
negeri (Pasal 10 ayat (1));

Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku
usahalain, yang mengakibatkan:

a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usahalain; atau

b. membatasi pelaku usahalain dalam menjual atau membeli setiap barang

dan atau jasa dari pasar bersangkutan (Pasal 10 ayat (2));

. Perjanjian Kartel

Perjanjian, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur
produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha

tidak sehat (Pasal 11):%°

. Perjanjian Trust

Perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan
perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan
mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau
perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau

pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan

4-5.

24 1
Ibid, h. 25.
% Farid Nasution, Kartel Dan Problematikanya, (Jakarta: Majalah Kompetisi, 2008), h.
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terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal

12);

. Perjanjian Oligopsoni

Perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasa
pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas
barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal
13 ayat (1));

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai
pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha
menguasal lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu

jenis barang atau jasa tertentu.?®

. Perjanjian Integrasi Vertikal

Perjanjian yang bertujuan untuk menguasai produks segjumlah produk
yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu
yang mana setiap rangkaian produksi merupakan shasil pengolahan atau
proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak
langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak

sehat dan atau merugikan masyarakat (Pasal 14).

96.

%guyud Margono, Hukum Anti Monopoli, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 94-

7 |bid, h. 97.
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i. Perjanjian Tertutup
Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang
dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang
dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada suatu tempat
tertentu (Pasal 15 ayat (1));
Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang
dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain
dari pelaku usaha pemasok (Pasal 15 ayat (2));
Perjanjian yang mengena harga atau potongan harga tertentu atas barang
dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang
menerima barang dan atau jasa dari pel aku usaha pemasok:
a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha
pemasok; atau
b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari
pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok
(Pasal 15 ayat (3)).%®
j. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri
Perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat (Pasal 16).%°

% |_. Budi Kagramanto, Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan
Usaha), (Surabaya: Srikandi, 2008), h. 174-175.
#bid, h. 176.



2. Kegiatan Yang Dilarang

Undang-Undang memberikan satu bab khusus yang mengatur
kegiatan yang dilarang, yaitu dalam Bab IV yang terdiri dari 8 Pasal. Maka
kegiatan yang dilarang tersebut dapat digolongkan kedalam 4 kegiatan yaitu:

1. Monopoli, yang diatur dalam Pasal 17,

2. Monopsoni, yang diatur dalam Pasal 18;

3. Penguasaan Pasar, yang diatur dalam Pasal 19 sampa dengan 21,

dan

4. Persekongkolan, yang diatur dalam Pasal 22 sampai dengan 24.%°

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang adalah sebagai berikut:
a. Monopoli

Salah satu bentuk kegiatan yang dilarang dalam Pasal 17 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 adalah bentuk kegiatan Monopoli yang
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu :

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi
dan/atau  pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan
usahatidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan
atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini apabila:

¥Ahmad Yani, Gunawan Widjgja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2006), h. 31-32.
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1) barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada
substitusinya;atau
2) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam
persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama; atau
3) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu.
b. Monopsoni
Kegiatan monopsoni dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 yang berbunyi :

1) Pelaku usaha dilarang meguasai penerimaan pasokan atau menjadi
pembeli tunggal atas barang dan/atau, jasa dalam pasar
bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan
pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku
usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar
satu jenis barang atau jasa tertentu.*

c. Penguasaan Pasar
Tidak ditentukan mengenai pengertian penguasaan pasar dalam

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Namum demikian, penguasaan pasar ini

% Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
(Jakarta: Ul Press, 2003), h. 249.
% 1bid, h. 249-250.
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adalah kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasa 21 Undang-Undang
Antimonopoli tersebut. Adapun ketentuan Pasal-pasal itu berbunyi sebagai
berikut:*
Pasal 19:
“ Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik
sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
berupa :
a menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk
mel akukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya
untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha
pesaingnyaitu; atau
c. membatas peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada
pasar bersangkutan; atau
d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”*
Selain berupa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
19 tersebut, kegiatan lain yang dikategorikan juga sebagai penguasaan pasar
adalah kegiatan yang ditentukan dalam Pasa 20 Undang-Undang

Antimonopoli yang menyatakan bahwa:

% Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), h. 405.
* 1bid, h. 406.
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“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa

dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat

rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha
pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.®

Lebih lanjut, mengenai kegiatan penguasaan pasar ini diatur dalam
Pasa 21 Undang-Undang Antimonopoli. Pasal ini menyatakan sebagal
berikut:

“Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan

biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen

harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat”.

Ketentuan Pasal 21 di atas meegaskan di atas menegaskan bahwa
kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainya adalah
pelangaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari yang
seharusnya.®
d. Persekongkolan

Persekongkolan dilarang dalam Pasal 22, 23, dan 24, UU No. 5

Tahun 1999. Larangan terhadap persekongkolan ini termasuk juga

* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 20.
% |bid, Pasal 21.
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persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak lain yang belum tentu

merupakan pelaku usaha. ¥’

Jenis-jenis persekongkolan yang dilarang sebagai berikut:

1) Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur

2)

3)

dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usahatidak sehat (Pasal 22).

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk
mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan
sebagal rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usahatidak sehat (Pasal 23).

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk
menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku
usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang
ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik
dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan

(Pasal 24).%

3. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Posiss dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak

mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan

dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi

tertinggi diantara pesaingnya dipasar yang bersangkutan dalam kaiatan

h. 91.

% Ade Manan, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005),

3 |bid, h. 92.
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dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau
penjualan, serta kemampuan untuk meyesuaikan pasokan atau permintaan
barang atau jasa tertentu.
a. SecaraUmum

Mengenai posisi dominan yang bersifat umum ini dapat dilihat dari
ketentuan Pasal 25 Ayat (1) dan (2). Selengkapnya Pasal ini berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25 Ayat (1):
(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posiss dominan balk secara

langsung maupun tidak langsung untuk:

a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah
dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa
yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau

b. membatas pasar dan pengembangan teknologi; atau

c. menghambat pelaku usahalain yang berpotensi menjadi pesaing untuk
memasuki pasar bersangkutan.

Pasal 25 Ayat (2):
(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1)
apabila:

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50%
(lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa

tertentu; atau

¥ Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2009), h. 44.
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b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai
75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu.*°

b. Jabatan rangkap
Ketentuan larangan merangkap jabatan direks atau komisaris pada
suatu perusahaan diatur dalam pasa 26 UU No. 5 Tahun 1999. ketentuan
dalam Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut menyatakan sebagai berikut:
“Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris
dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang
merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain,
apabila perusahaan-perusahaan tersebut:
a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha;
atau
C. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa
tertentu,yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan atau persainganusaha tidak sehat”.**
Prinsip ketentuan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 ini tidak melarang
mutlak jabatan rangkap. Jabatan rangkap baru dilarang apabila akibat jabatan
rangkap tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat oleh karenaitu sebaiknya dalam menilai adanya

“OAndi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha:Antara Teks Dan Konteks, (Jakarta:
KPPU dan GTZ, 2009), h. 166.

“ Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi dan Dinamika, (Jakarta: PT Djambatan, 2000), h.
563-564.



51

jabatan rangkap sebagimana diatur dalam Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 ini
digunakan pendekatan rule of reason.*?
c. Kepemilikan Saham
Larangan posiss dominan karena pemilikan saham ini diatur
dalamPasa 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang selengkapnya
menyatakan bahwa:
Pasal 27 Ayat (1):
“Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa
perusahaan sgenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang
sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa
perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar
bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan  tersebut
mengakibatkan:

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai Iebih
dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
tertentu;

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu”.*?

d. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
ketentuan yang melarang perbuatan tersebut adalah Pasal 28 dan Pasal

29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang selengkapnya berbunyi :

* I bid. h. 565.
3 Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 130.
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Pasal 28 Ayat (1) dan (2):

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan
usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usahatidak sehat.

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain
apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan
usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan
mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29 Ayat (1) dan (2):

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau
nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada
Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sgak tanggal
penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata
cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.*

“ Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Merger Dalam Perspektif Monopoli, (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 36-37.
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D. Ketentuan Mengenai Pengecualian Dalam Pasal 50 Undang-Undang No.

5 Tahun 1999

Pasa 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan
pengecualian-pengecualian berlakunya semua ketentuan dalam Undang-
Undang tersebut, seperti diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Di antara
pengecualian- pengecualian tersebut terdapat beberapa jenis perjanjian, yaitu
perjanjian untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, perjanjian
yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), perjanjian
penetapan-penetapan standar teknis tertentu, perjanjian dalam rangka
keagenan, perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan
standar hidup masyarakat, perjanjian internasional yang telah diratifikasi, dan
perjanjian ekspor.*

Selanjutnya dijelaskan lagi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 mengatur perjanjian-perjanjian dan perbuatan-perbuatan yang
dikecualikan, sebagai pelanggaran Undang-Undang Monopoli dan persaingan
usahatidak sehat yaitu:

1. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; atau

2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti
lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian
elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan

dengan waralaba; atau

“ Johny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya
di Indonesia), (Malang: Bayu Media, 2009), Cet. ke-3, h. 281.



3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang
tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan; atau

4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan
untuk memasok barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah
daripada harga yang telah diperjanjikan;

5. Perjanjian kerja sama penditian untuk peningkatan atau perbaikan
standar hidup masyarakat luas; atau

6. Perjanjian Internasiona yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik
Indonesia; atau

7. Perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak
mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan dalam negeri; atau

8. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau

9. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani
anggotanya.*®

Sangat disayangkan karena penjelasan Undang-Undang sangat tidak

memadal dan tidak memberikan elaborasi dan tuntunan atas berbagai seluk-

beluk perjanjian yang dikecualikan tersebut hanya disebutkan “cukup jelas”.

Para penyusun Undang-Undang barang kali tidak sadar bahwa ketidakjel asan

yang dikatakan “cukup jelas” tersebut justru membuka peluang bagi para

pelaku usaha untuk memanfaatkannya sehingga ketidakjelasan tersebut

% Susanti Adi Nugroho, hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori dan
Praktik Serta Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 758-759.
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dikhawatirkan akan disalahgunakan, kecuali Komisi Pengawas Persaingan

Usaha, (KPPU) mengantisipasikannya secara lebih dini. '

*” Johny Ibrahim, Loc.cit.



